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Reforma agraria yang dilaksanakan saat ini, masih difokuskan pada penataan struktur pemilikan dan
penguasaan tanah, yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mata pencaharian
utamanya bergantung pada tanah, sedangkan perlindungan lingkungan hidup belum secara optimal dijadikan
pertimbangan dan/atau tujuan dalam desain program dan kebijakannya. Penelitian ini ditujukan untuk
menganalisis bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dikaitkan dengan dampaknya terhadap
kesegjahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, kemudian berdasarkan analisis tersebut akan
dirumuskan redesain reforma agraria dalam rangka menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan dan
perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, normatif, historis, dan
komparatif untuk menjawab permasalahan yang digjukan. Hasil Penelitian ini menunjukkan, meskipun
UUPA sudah mengakomodasi perlindungan lingkungan hidup, tetapi dalam pelaksanaannya masih
difokuskan untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perlindungan lingkungan
hidup belum menjadi pertimbangan dan tujuan pelaksanaan reforma agraria. Secara dampak, reforma agraria
memiliki dampak positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terhadap
perlindungan lingkungan hidup, reforma agraria dapat berpotensi merusak ekosistem hutan, jika tidak
dilakukan secara cermat dan hati-hati. Hal ini mengingat, saat ini, objek reforma agraria bertumpu pada
kawasan hutan, baik yang dilakukan melalui TORA maupun perhutanan sosial, mencapai 16,8 juta hektar
atau 77,4% dari total 21,7 juta hektar. Untuk itu, untuk menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan
masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, reforma agraria harus diredesain dengan: (a)
mengintegrasikan nilai-nilai dan semangat UUPA dan Pancasila dalam perencanaan kebijakan dan
programnya; (b) mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana mandat TAP
MPR 1X/2001 dan UUPPLH dalam perencanaan kebijakan dan programnya; (¢) memperkuat penataan
ruang dalam reforma agraria dengan mengaplikasikan LUCIS; (d) memperkuat kelembagaan reforma
agrariayang dipimpin langsung oleh presiden; dan (e) mengintegrasikan pendanaan reforma agraria melalui
BPDLH untuk sinergi dalam perlindungan lingkungan hidup, sekaligus menjamin keberlanjutan
pendanaannya.

...... The current agrarian reform is still focused on structuring land ownership, which is aimed to improve the
standard of living of people whose main livelihoods depend on land, while environmental protection has not
been optimally taken into consideration and/or objective in its design of programs and policies. This study
aims to analyze the implementation of agrarian reform in Indonesia, and its impact on community welfare
and environmental protection. Based on those analysis, this study will formulate agrarian reform redesign in
order to balance the interests of community welfare and environmental protection. This study usesa
conceptual, normative, historical, and comparative approach to answer the problems posed. The results of
this study indicate that although the UUPA/Agrarian Act has accommodated environmental protection, but
initsimplementation is still focused on the interests of the economy and community welfare, while
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environmental protection has not become a consideration and/or objective of the agrarian reform. In terms of
impact, agrarian reform has a positive impact in realizing community's welfare. However, with regard to
environmental protection, agrarian reform can potentially damage forest ecosystems, if not carried out
carefully. Thisis because, currently, the object of agrarian reform relies on forest areas, both through TORA
and social forestry, reaching 16.8 million hectares or 77.4% of the total target of 21.7 million hectares.
Therefore, to balance the interests of community welfare and environmental protection, agrarian reform
must be redesigned by: (a) integrating the values and spirit of the UUPA and Pancasilain its policy and
program; (b) integrating the principles of environmental protection as mandated by TAP MPR 1X/2001 and
UUPPLH inits policy and program; (c) strengthening spatia planning in agrarian reform by applying
LUCIS; (d) strengthening agrarian reform institutions led directly by the president; and (e) integrating
agrarian reform’ funding through BPDLH to synergiesin environmental protection, as well as ensuring the
sustainability of its funding.



